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PENUTUP 

1. Kesimpulan 
Setelah melakukan pengajiann dan pembahasan pennasalahan di alas, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. 	 Bentuk hubungan kerja yang timbul adanya perjanjian kerja di perusahaan 
adalah hubungan kerja yang ditandai dengan adanya perjanjian tertulis anatara 
perusahaan dengan pekerja. Perjanjian itu juga merupakan suatu pedoman 
bagi perusahaan dan pekerja, di samping adanya suatu peraturan perusahaan. 
Dimana peraturan perusahaan dan perjanjian kerja tersebut isi secara gans 
besarnya mengatur dan menjelaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
masing-masing pihak dengan tujuan agar tercapai suatu hubungan kerja yang 
baik dan hannonis anlara perusahaan dan pekerja sesuai dengan perturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2. 	 Sistem pengupahan yang ada di Perum Perhutani KPH Jombang bagi pekerja 
adalah sistem pengupahan bulanan , yang diberikan setiap akhir bulan dengan 
memperhatiakan ketidak hadiran pekerja tanpa alasanl mangkir. Untuk pekerja 
tidak telap yang tunduk dibawah perjanjian kerja yang dibuat setiap 6 (enam) 
bulan sekali oleh pekerja dengan Perum Perhutani KPH Jombang, ketidak 
hadiran pclt:clja dcngan alasan yang jelas (culi dan ijin) tetap mendapat upah 
dari perusahaan. Sedangkan bagi pekerja yang tidak terikat kontrak Perum 
Perhutani KPH Jombang, dan hanya berdasarkan surat pemyataan bahwa mau 
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bekerja di Perum Perhutani KPH Jombang dengan syarat tidak menuntut 
untuk diangket menjadi pekerja tetap, tidak terdapat adanya hak cuti dan ijin 
Sehingga bisa dikatakan hampir sarna dengan dihitung berdasarkan hari kerja 
pekeIja. Sedangkan untuk Jaminan Sosial Tenaga KeIja dan Tunjangan 
Kesejahteraan tidaklah semua pekeIja tidak tetap di Perum Perhutani KPH 
Jombang mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Tunjangan 
kesejahteraan. Pekerja tidak tetap yang berada dibawah kontrak peIjanjian 
keIja mendapatkan jaminan sosial tenaga keIja dan tunjangan kesejahteraan. 
Sedangkan bagi pekerja borongan dan pekeIja pos tunggal mandiri tidak 
mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja dan tunjangan kesejahteraan, apabila 
teIjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan keIj&, maka pekeIja 
borongan dan pekerja pos tunggal mandiri hanya diberi uang sumbangan dari 
perusahaan berdasarkan kebijakan pimpinan Perum Perhutani KPH Jombang. 
2. 	 Saran 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat 
mengemukakan saran demi perbaikan dan pengembangan di Perum Perhutani 
KPH Jombang, adalah sebagai berikut: 
1. 	 Bentuk hubungan keIja bagi pekeIja tidak tetap seharusnya semuanya 
dituangkan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah 
pihak, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. HaJ ini disebabkan 
apabila hanya dituangkan dalam bentuk surat pemyataan saja, bisa berarti 
pekeIja tersebut secara sukarela melakukan pekerjaannya tanpa adanya 
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kewajiban bagi pihak pengusaha apabila di dalam melakukan pekerjaannya 
/ seorang pekerja mengalami kecelakaan. Disamping itu hak-hak lainnya bagi 
pekerja akanlebih terlindungi. 
2. 	 Semestinya bagi pekerja tidak tetap selain tenaga kerja kontrak juga perlu 
diberikan perlindungan jaminan tenaga kerja, sehingga apabila terjadi 
kecelakaan kerja bagi pekerja borong atau pekerja pos tunggal mandiri ada 
yang menanggung. Sehingga, mereka dapat bekerja dengan sepenuh bati dan 
tenang, serta lebih bersemangat. 
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